
LEMBARAN DAERAH 

KOTA SEMARANG 

TAHUN 2007 NOMOR 11 SERI E 

 

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG 

NOMOR 5 TAHUN 2007 

T E N T A N G 

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA SEMARANG, 

Menimbang  :  a.  bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

khususnya dalam rangka mewujudkan otonomi daerah yang 

nyata, luas, maka perlu didukung pengelolaan Barang Milik 

Daerah yang ekonomis, efisien, efektif, tertib, transparan dan 

bertanggungjawab; 

 b.  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (2) dan 

Pasal 49 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 

tentang Perbendaharaan Negara perlu menetapkan Peraturan 

Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

c.  bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka 

perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang 

Pengelolaan Barang Milik Daerah. 

 

Mengingat  :  1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang  

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah 

Istimewa Yogyakarta; 

 

 

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3679) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 

tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia              Nomor 4048); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4389); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4400);  

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang 

Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4548); 

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  

11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1976 tentang 

Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1976 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 3079); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 1992 tentang 

Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten 

Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, 

dan Kendal serta Penataan Kecamatan di wilayah Kotamadya 

Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah 

Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1992 Nomor 89); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4574); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005            

Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4577); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 4593); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia               Nomor 4609); 

20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kota Semarang Tahun 2006 Nomor 11 Seri E). 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG 

dan 

WALIKOTA SEMARANG 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG 

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Semarang. 

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

3. Walikota adalah Walikota Semarang. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang. 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD 

adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang. 

6. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban 

APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 

7. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab 

menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik 

Daerah. 

8. Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut pembantu 
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pengelola barang adalah pejabat yang bertanggungjawab mengkoordinir 

penyelenggaraan pengelolaan Barang Milik Daerah yang ada pada satuan kerja 

perangkat daerah. 

9. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang 

Milik Daerah. 

10. Kuasa Pengguna Barang adalah Kepala Unit Kerja atau Pejabat yang ditunjuk 

oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam 

penguasaannya dengan sebaik-baiknya. 

11. Penyimpan Barang adalah pegawai yang diserahi tugas untuk menerima, 

menyimpan, dan mengeluarkan barang. 

12. Pengurus Barang adalah pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus Barang 

Milik Daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap satuan kerja perangkat 

daerah/unit kerja. 

13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah 

perangkat daerah selaku pengguna barang. 

14. Unit Kerja adalah bagian SKPD selaku kuasa pengguna barang. 

15. Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kas Daerah adalah tempat 

penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung 

seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah. 

16. Pengelolaan barang adalah rangkaian kegiatan terhadap barang daerah yang 

meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, 

pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, 

pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. 

17. Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan Barang 

Milik Daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan 

keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang 

akan datang. 

18. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan Barang 

Milik Daerah dan jasa. 

19. Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan/mengirimkan Barang Milik 

Daerah dari gudang ke unit kerja pemakai. 

20. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua Barang 

Milik Daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara 

berdaya guna dan berhasil guna. 

21. Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan Barang 

Milik Daerah dalam bentuk fisik, administratif dan tindakan upaya hukum. 

22. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam 

mengelola dan menatausahakan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan tugas 

pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan. 

23. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak 

dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam bentuk sewa, 

pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, dan bangun serah guna/bangun guna 

serah dengan tidak mengubah status kepemilikan. 

24. Sewa adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka 

waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai. 

25. Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu 

tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir 

diserahkan kembali kepada Pengelola Barang. 

 

26. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak 

lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah 
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dan sumber pembiayaan lainnya. 

27. Bangun guna serah adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh 

pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut 

fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka 

waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali 

tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya 

jangka waktu. 

28. Bangun serah guna adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh 

pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut 

fasilitasnya dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk 

didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang 

disepakati. 

29. Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milk Daerah dari daftar 

barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk 

membebaskan pengguna dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan/atau Pengelola 

Barang dari tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang yang berada 

dalam penguasaannya. 

30. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah 

sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, 

dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah. 

31. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah kepada pihak 

lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang. 

32. Tukar menukar adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang 

dilakukan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah 

Daerah, atau Pemerintah Daerah dengan pihak lain, dengan menerima 

penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang. 

33. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada 

Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar 

Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Daerah kepada pihak lain, tanpa 

memperoleh penggantian. 

 

 

34. Penyertaan modal Pemerintah Daerah  adalah pengalihan kepemilikan 

Barang Milik Daerah  yang semula merupakan kekayaan yang tidak 

dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan 

sebagai modal/saham daerah pada Badan Usaha Milik Negara, Badan 

Usaha Milik Daerah, atau badan hukum lainnya. 

35. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, 

inventarisasi 

dan pelaporan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

36. Inventarisasi adalah kegiatan  untuk melakukan pendataan, pencatatan dan  

pelaporan hasil pendataan Barang Milik Daerah. 

37. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif 

didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan 

menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai Barang 

Milik Daerah. 

38. Daftar Barang Pengguna yang selanjutnya disingkat dengan DBP, adalah 

daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing 

Pengguna Barang. 

39. Daftar Barang Kuasa Pengguna, yang selanjutnya disingkat dengan 

DBKP adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh 

masing-masing Kuasa Pengguna Barang. 

40. Standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintahan Daerah adalah 


